
5. Peraturan Pcmerintah Nomor 57 Tahun ">Q? 1 t 
Standar Pendidikan Nasional; - - entai1g 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentanz 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahu~ 
20 l 0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan· 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahu~ 
2007 Tentang Standar Pengelolaan PNF; 

1. Undang-Undang Nomor 7 
Konvensi penghapusa.n 
terhadap wanita; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistern 
Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

4. Und~g-Undallg Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pe~ermta11. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan ... Unda.ng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: • 

Tahun 1984 tentang ratifikasi 
segala bentuk Diskriminasi 

b. 

a. bahwa pcnd1dikan nonfonnal menur'ut pasal l ay~t 12 
Undang·Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang S1_stem 
Penctichkan Nasional. yang diperkuat dengan rerbitnya 
Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pcngelolaan dan Penyelengaraan Pcndid~k?11 Khususnya 
pasal l ayat 31 mcnyebutkan bahwa pe_11~clikan nonfonnal 
adalah jalur pendidikan di luar pend1d1kan. fo:maI yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bcrjenjang: 
bahwa untuk rnelaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tah un 2013 
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu 
dipcrlukan pernbaharuan izin pendirian satuan Pendidikan 
Nonformal di Kabupaten Demak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 
tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan 
Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKB~I); 
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Mei 202 I 
Dernak Ditetapkan di 

Pada tanggaJ 

Kepurusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . . 

. l\ie.."llberika..1 Izin Penyelenggaraan Layanan Pendidikan kt.:p::itl:J:: 
Nama Saluan PNF: PKB!\1 SYAHIDIYYAli 
Alamat : Dk. Botosiman Dernpet R'f 07 f{'N (ti 

Kee. Dempet Kab Dernak 
Berdiri · 02 Februari 2020 
Pendiri : Yayasan Syah.idiyyah 
Program yang dapat diselenggarakan : 
1. Pendidikan anak usia dini; 
2. Pendidikan keaksaraan; 
3. Pendidikan kesetaraan; 
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan; 
5. Pendidikan kecakapan hidup; 
6. Pendidikan kepemudaan; 
7. Penclidikan keterampilan kerja; 
8. Pengembangan keterampilan baca dan; 
9. Pendidikan nonformal lain yang dipcrlukan rnasyakarar; 

· Pemegang izin ini wajib : 
1. ~1enyelenggarakan kegiatan yang dapat mcmenuhl Iungei 

sosralnya terhadap masyarakat; 
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Mengirimkan laporan secara berkala scsuai dcngan 

peraruran yang berlaku; 
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pend1dikan; 

· Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat kcpu tuaan ini 
akan dibetulkan sebagaimana mestinya; 

• • 

. tE~1UTUSKAN 

Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahuri 201 r~ l1fnL~111v,, 
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan P'Unf~t)J 'l•:1 t.:1 

Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudaynan K.nb1q1nlc11 
Demak Tahun 2016; 

11. 

Per. turan Merrteri Pendidikan dan Kebudaynnn JIPr11Jl,HJ1; 
Indonesia Nornor 81 Tahun 2013 tenumg pendirinn '):iluMn 
Pcndidikan Nonformal. 

.. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I111ri1rJr r, 'l'hhll•1 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kci:ia Dncrah l•r11<1ITJhl 
-Jawa Tengan: 

10. Peraturan Daerah Nomo.r 5 Tah un 2016 1t·1u ... 11rlJ, 
Pernbentukan Perangkat Dacrah di Kabupaten I :>1,.m•1k; 

KEDl.A 










